ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi PPAT dapat
mengingkari kewajiban sebagai saksi dalam proses peradilan pidana dan batasan
perkara yang dilakukan PPAT terkait dengan kewajiban sebagai saksi dalam
proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,
dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
kasus. Adapun hasil penelitian yaitu Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah harus
menjaga kerahasiaan isi akta merupakan bentuk dari yang diperintahkan
sumpah/janji Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena isi akta hanya diketahui oleh
para pihak dalam sebuah akta yang telah dibuat oleh PPAT. Jika pemberian
kesaksian bagi PPAT merupakan keputusan hakim karena kesaksian PPAT itu
sangat penting maka PPAT akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di
kemudian hari, seperti tuntutan dari pihak lain karena PPAT dianggap telah
melalaikan kewajiban merahasiakan jabatannya. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa hak ingkar ini tidak atau belum dapat di gunakan
sepenunya bagi PPAT ketika diminta menjadi saksi dalam perkara perdata
maupun pidana. Bahwa apabila PPAT memilih salah satu dari dua kewajiban yang
saling berbenturan, memilih salah satu dari dua kewajiban yang saling
berbenturan tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 48. Sehingga ketentuan Pasal
216, 224, dan 522 KUHP tidak bisa diterapkan pada PPAT jika PPAT memilih
untuk tetap menyimpan rahasia dan tidak memberikan keterangan sebagai saksi.
Dalam tahapan penyidikan PPAT bisa memilih menjalankan salah satu dari dua
kewajiban itu (hak pilih dalam menjalankan salah satu kewajiban). Dan pada
proses di pengadilan, PPAT boleh menggunakan hak ingkar setelah alasan yang
disampaikan disahkan oleh hakim, namun dalam kasus-kasus tertentu PPAT tidak
bisa menggunakan hak ingkar atau menjalankan kewajiban menyimpan rahasia.
Baik hak pilih menjalankan salah satu kewajiban dari dua kewajiban yang saling
berbenturan dan hak ingkar merupakan hak sakti yang dimiliki oleh PPAT, karena
tidak semua orang memiliki hak ini.
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